
BUPATI KERINCI 
PROVINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI KERINCI 
NOMOR f TAHUN 2018 

TENTANG 

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR 
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI, 

Menimbang 	: a. bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik 
merupakan tanggung jawab yang hams diemban oleh 
setiap aparatur pemerintah daerah terutama bagi pejabat 
baik struktural maupun fungsional demi terwujudnya good 
goverment dan clear goverment sehingga masyarakat yang 
adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang - 
Undang Dasar 1945 dapat terwujud; 

b. bahwa agar terciptanya transparansi keuangan terhadap 
pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten kerinci, perlu 
adanya laporan harta kekayaan yang dimiliki setiap pejabat 
pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 
diatur dalam suatu peraturan bupati sebagai landasan 
pelaksanaannya; 

c. bahwa untuk memperkuat komitrnen tersebut dalam 
pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan 
kerjasarna sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) dan Kementerian Pendayagunaan Apatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) dalam hal kepatuhan 
pelaporan harta kekayaan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pelaporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci; 

Mengingat 	: 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 
1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra 
Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I 
Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3483); 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dani 
Korupsi, KoIusi dan Nepotisme; 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4150) 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang; 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 4555, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 



11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5647); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keungan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber dan i Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial Yang Bersumber dan i Anggaran Pendapatan dan 
Belanj a Daerah; 

17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

18. Peraturan Kepala Bad an Kepegawaian Negara Nomor 21 
Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil; 



19. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 
Indonesia Nomor Kep.07/ KPK/ 02 / 2005 tentang Tata 
Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 
sebagaimana telah diubah Peraturan Pemberantasan 
Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 

20. Peraturan Daerah Kebupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 
8); 

21. Peraturan Daerah Kebupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kebupaten 
Kerinci Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Kebupaten Kerinci Nomor 15 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun 2013 Nomor 3). 

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara; 

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara; 

3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor SE/ 01/ M. PAN / 01/ 2008 tentang Peningkatan 
Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 
untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan; 

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian 
dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 700/1590/57 
pada tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali 
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah; 

6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan 
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 

7. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : 
SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis 
Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara.; 



8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi 
Pemerintah. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 	: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAPORAN HARTA 
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR 
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
KERINCI. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara 
Pemerintah Daerah yang mampu melaksanakan urusan Pemerintah yang 
menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kerinci. 

4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kerinci yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya 
berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam 
Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 

6. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara 
dan Pegawai ASN beserta suami/istri dan anak yang masih menjadi 
tanggungan, baik berupa hrta bergerak, harta tidak bergerak maupun hak - 
hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara 
Negara dan Pegawai ASN sebelum, selarna dan setelah memangku jabatan. 

7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut 
dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya 
tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data 
pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara. 

8. e-LHKPN adalah penyarnpaian laporan harta kekayaan secara elektronik 
yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. 

9. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk 
menyarnpaikan dan mengumumkan harta kekayaannya. 

10. Pengelola LHKPN adalah Tim yang mengelola dan mengkoordinasikan 
LHKPN. 



11. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada 
KPK. 

12. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara 
kepada publik. 

13. Laporan Harta Kekayaan Apartur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 
LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Pegawai ASN yang 
dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

14. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola 
aplikasi e-LHKPN dan Formulir LHKASN dilingkungan instansinya. 

15. Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk 
mengelola aplikasi e-LHKPN dan Formulir LHKASN di lingkungan Unit 
kerjanya. 

Pasal 2 

• Ruang lingkup Pelaporan Harta Kekayaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kerinci meliputi pelaporan atas LHKPN dan LHKASN. 

BAB II 

LHKPN 

Bagian Kesatu 

Wajib Lapor 

Pasal 3 

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN. 

(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kerinci terdiri dan: 
a. Bupati Kerinci; 
b. Wakil Bupati Kerinci; 
c. Pejabat Struktural Eselon II dan atau III; 
d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 
e. Pejabat Fungsional Auditor Madya; 
f. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah 

(P2UPD) Madya; 
g. Pengelola Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP); 
h. Pejabat yang mengeluarkan perizinan; dan 
i. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK. 

Bagian Kedua 

Penyampaian LHKPN 

Pasal 4 

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN seperti yang dimaksud 
pada pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat : 
a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali 

menjabat; 
b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya 

masa Jabatan atau Pensiun; dan/atau 
c. berakhir masa jabatan atau pen siun sebagai Penyelenggara Negara. 



(2) Penyampaian. LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam 
jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan 
pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara 
Negara. 

Pasal 5 

(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan 
secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang 
diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 
berkenaan. 

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. 

Pasal 6 

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 
dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : 
a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id  ; atau 
b. mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui 

email elhkpn@kpk.go.id  atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran 
dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) 
dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan 
data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui 
www. kyk. go. id/ layanan-publik / lhkpn. 

(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format 
yang ditetapkan oleh KPK, sekurang-kurangnya memuat : 
a. nama; 
b. jabatan; 
C. instansi; 
d. tempat dan tanggal lahir; 
e. alamat; 
f. identitas istri atau suami; 
g. identitas anak; 
h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki; 
i. besarnya penghasilan dan pengeluaran; 
j. surat kuasa mendapatkan data keuangan; 
k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan 
1. surat pernyataan. 

BAB III 

LHKASN 

Bagian Kesatu 

Wajib Lapor 

Pasal 7 

(1) Pegawai ASN wajib melaporkan Harta Kekayaannya kepada Sekretaris Daerah 
Kabupaten Kerinci cq. Inspektorat Kabupaten Kerinci. 

(2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu : 

a. Pejabat Struktural Eselon IV; dan 

b. Seluruh pegawai ASN; 

(3) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan terhadap pegawai ASN yang telah 
melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, 
huruf f, huruf g, dan huruf h. 



Bagian Kedua 

Penyampaian LHKASN 

Pasal 8 

(1) Apartur Sipil Negara Negara wajib menyampaikan LHKASN seperti yang 
dimaksud dalam Pasal 2 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu pada saat : 

a. 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) 
huruf a tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; 

b. 1 (satu) bulan setelah berhenti dan i jabatan. 

BAB IV 

PENGELOLA LHKPN DAN LHKASN 

Pasal 9 

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dan LHKASN dibentuk Tim 
Pengelola LHKPN dan LHKASN; 

. 	(2) Tim Pengelola sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dan: 
a. Penanggung Jawab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci; 
b. Ketua adalah Inspektur Kabupaten Kerinci; 
c. Sekretaris adalah Inspektur Pembantu Wilayah I; 
d. Pelaksana Teknis teridiri dan i 4 (empat) anggota; 
e. Administrator adalah pejabat yang ditunjuk oleh Instansi Pemerintah 

Kabupaten Kerinci sebagai Admin Instansi; dan 
f. User Aplikasi adalah Staf Fungsional Umum Inspektur Pembantu Wilayah I 

yang ditunjuk oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Kerinci sebagai User 
Instansi. 

(3) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas 
sebagai berikut : 

a. berkoordinasi dengan ICPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap 
kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta 
kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam 
www.elhIcon.kpk.go.id.  

b. berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap 
kepatuhan wajib LHKASN dalam melaporkan dan mengumumkan harta 
kekayaannya. 

c. administrator bertugas untuk : 
1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib 

LHKPN kepada KPK dan LHKASN ke Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling larnbat 15 Desember 
setiap tahun. 

2. melakukan pemutalchiran data sebagaimana dimaksud pada angka (1) 
ke dalam Aplikasi e-LHKPN dan Formulir LHKASN. 

3. Mengingatkan Wajib Lapor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci 
untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN 
dan LHKASN. 

4. Memiliki peran membuat akun admin Unit kerja, melakukan verifikasi 
pendaftaran wajib lapor barn dan update perubahan data wajib lapor. 



Pasal 10 

(1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk Admin Unit Kerja 
Pengelola Aplikasi e-LHKPN dan Pengelola LHKASN; 

(2) Admin Unit Kerja Tingkat SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
bertugas: 
a. membuat akun penyelenggara negara/ wajib LHKPN dan menyebarkan 

Formulir LHKASN; 
b. membuat / update daftar wajib lapor; 
c. melakukan pendampingan pengisian/e-filling; dan 
d. memonitor pelaporan di masing-masing SKPD /Tim Kerja untuk 

selanjutnya disampaikan kepada Admin Insta.nsi. 

(3) Admin Unit Kerja di masing-masing SKPD /Tim kerja sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. <khusus LHKPN 
disesuaikan dengan petunjuk teknis pembuatan alcun pada web 
elhkpnfakpk.go.id> 

BAB V 

SANKSI 

Pasal 11 

(1) Penyelenggara Negara yang berstatus Apartur Sipil Negara sebagaimana 
dimaksud pada pasal 3 dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana 
dimaksud pada pasal 7 jika tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan 
diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan. Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

(2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri 
dan: 
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau 
b. pembebasan dan i jabatan. 

BAB VI 

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI 

PASAL 12 

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 
ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut : 
a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-

masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan 
b. jika sampai peringatan ketiga belum menyarnpaikan Laporan Harta 

Kekayaan maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 8. 

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 
9 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten 
Kerinci sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan 
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

(3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib Lapor Harta Kekayaan yang tidak 
mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan 
hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati. 



• 

• 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

PASAL 13 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 
16 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 
Linglcungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun 2015 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

PASAL 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci. 

Ditetapkan di Sungai Penuh 
pa 	tanggal t2. fE13403R1 2018 

KERINCI, 

ADIROZAL-- 

Diundangkan di Sungai Penuh 

pada tanggal 	 2018 

SE 	S DAERAH KERINCI, 17 

AFRIZAL. HS 

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 	 
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